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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya
dengan Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor <47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
Nomor 15);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2025 Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39);



Menetapkan

35. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor

14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah
unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat @ RPJMD  adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat dengan
RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan  pencapaian tujuan  penyelenggaraan
pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah /Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan  mengantisipasi isu  strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



22.

23.

24.

(1)

(1)

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah
keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:

a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD dan Perubahan PPAS;

c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD; dan

d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN;

c. BABII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH;

d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

f.  BABVI : PENUTUP;



(2)

(1)

(2)

(3)

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan
yang menimbulkan perubahan dan/atau
pengurangan program dan/atau sub kegiatan baru
dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

c. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru
dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

d. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra
Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan
perubahan Renja Perangkat Daerah;

Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu
memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih dan
memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati
dan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau
sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan
dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Bupati
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra
Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan
Renja Perangkat Daerah.



BAB III
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
"

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 321
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan; dan/atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan pada kerangka ekonomi
dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah;
prioritas pembangunan daerah; penambahan dan/atau
pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan

target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025




Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup analisis

ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD
sampai dengan Triwulan [ tahun berkenaan; penelaahan
terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan
kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan

perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Asumsi kerangka pendanaan yang diproyeksikan dalam
dokumen RKPD Tahun 2025 telah mengalami perubahan, yang
meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan melalui SiLPA Tahun
Anggaran Sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan

perubahan pada Belanja Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar
pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan
memperhatikan pula hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD
Lampung Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Maret
2025. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang
telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung
Tahun Anggaran 2025, diantaranya:
Perubahan asumsi makro ekonomi;

a
b. Perubahan proyeksi pendapatan daerah;

o

Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai; dan

e

Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai
aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang

berkembang.

Selain itu, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan
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bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Tahun

2025 dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan

daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih serta program asta cita dan memastikan

beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas

nasional, antara lain:

a.

=3

o o o

ot}

Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

Pencegahan stunting dan kemsikinan ekstrim;
Pengendalian inflasi di daerah;

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
Dukungan swasembada pangan; dan

Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam
mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan

mandatori peraturan perundangan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan menyusun dokumen Perubahan

RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan

pembangunan Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 359 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Bidang Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2023-2043;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2025
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2025.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat

dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan

program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar

dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan

daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan
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disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan
dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD
ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah,
terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen
perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2)
RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua
dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi
waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka
panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan
rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan
RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk
keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka
waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan

jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara

rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah
kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;

2.  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang
didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;

3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan

berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di
atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 harus mengacu
dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2025, RKPD
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, Rancangan Akhir
RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, dan
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2025-2029. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat

dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar 2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di
antara Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah

untuk  mewujudkan sinergitas antara  perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

adalah untuk:

a.

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Lampung
Selatan dengan Bupati Lampung Selatan yang selanjutnya
akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
Memelihara  konsistensi antara  capaian  tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
daerah;

Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan
wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian
target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu

disampaikan kepada pemerintah.
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1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan

susunan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Triwulan 11

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tyjuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP
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BAB II.
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan
Nomor B/381.1/1.10/HK/2021 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2021-2026. IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang
tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2021-2026. Penilaian dan penetapan IKU harus
memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup
memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang

bersangkutan, yaitu:

1. Spesifik;

2. Dapat dicapai;

3. Relevan;

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dihitung dan diukur.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah

ditetapkan dalam rencana kinerja dituangkan ke dalam formulir

pengukuran kinerja. Adapun cara menghitung capaian

indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan
adalah sebagai berikut:

] ) realisasi
tingkat capaian = ——— x 100%
rencana

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin rendah, maka rumus yang digunakan
adalah sebagai berikut:

) ) rencana — (realisasi — rencana)
tingkat capaian = x 100%
rencana
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Sedangkan untuk melihat kategori tingkat capaian, maka

ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan
atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan

kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS)
2 75% s.d. 99,99% Baik (B)

3. 55% s.d. 74,99% Cukup (C)

4 Kurang dari 55% Kurang (K)

Pencapaian kinerja IKU Kabupaten Lampung Selatan sampai
dengan triwulan I Tahun 2025 yang merujuk pada capaian akhir
Tahun 2024 menunjukkan gambaran yang cukup jelas
mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Dari 12
sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama yang
ditetapkan, terdapat 9 indikator yang menunjukkan tingkat
capaian sangat baik, mencerminkan keberhasilan di bidang
kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan petani, serta kepuasan
masyarakat yang melebihi target. Selain itu 7 indikator lainnya
menunjukkan capaian yang baik, dengan potensi untuk terus
ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan
pengurangan kemiskinan, yang menunjukkan progres positif ke
arah yang lebih baik. Walapun masih terdapat 3 indikator yang
masuk dalam kategori cukup seperti, persentase kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi, dan nilai
penataan manajemen SDM, ini menunjukkan adanya ruang
untuk pengembangan lebih lanjut. Secara umum Kabupaten
Lampung Selatan menunjukkan kemajuan yang signifika
dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan. Berikut
adalah capaian kinerja dari IKU Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2024;
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Tabel 2.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kerukunan umat

Realisasi

Indikator

Indeks Kerukunan Umat

dan Capaian
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

2022

Indikator Kinerja Utama

Target
2023

2024

Realisasi
2023

1. . 73,7 73,9 74,20 72,2 73,35 74,03
beragama Beragama (poin)
Meningkatnya angka harapan Angka Harapan Hidup (tahun) 69,9 70,2 70,5 74,03 74,22 74,46
hidup, angka melek huruf, rata- Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,67 12,75 12,83 12,54 12,64 12,65
2. ratalama sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7,89 8 8,1 772 7,77 7,78
konsumsi perkapita Pengeluaran per Kapita (ribu
masyarakat ; 10.088 10.248 10.580 10.266 10.617 11.133
rupiah/orang/tahun)
5 Meningkatnya pendapatan Z)ersz':f)ase PendudukMiskin 4300 1248 1228 1344 1279 1257
' masyarakat
Indeks GINI (poin) 0,285 0,282 0,28 0,260 0,257 0,257*
Tingkat Pengangguran
4, Menurunnya pengangguran Terbuka (persen) 4,79 4,59 4,39 5,31 4,95 4,84
Meningkatnya infrastruktur
yang berkelanjutan untuk
5. mendukung aktivitas Indeks Infrastruktur (persen) 74,06 75,00 75,90 85,99 87,96 88,93
masyarakat dan konektivitas
wilayah
Persentase Kontribusi Sektor
Pertanian/Perkebunan 28,99 29,28 29,40 28,33 27,38 2597
terhadap PDRB (persen)
. o Persentase Kontribusi Sektor
Meningkatnya kontribusi sekior  perqagangan terhadap PDRB 12,45 125 1270 1374 1493 1564
6 pertanian, perdagangan, (persen)
' pariwisata, dan industri —
terhadap PDRB Persentase Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap PDRB - 2,5 2,7 2,80 1,44 1,49 1,49
proxy (persen)
Persentase Kontribusi Sektor
Industri terhadap PDRB (persen) 2 2 4 23,53 2285 Al
Stabilitas inflasi daerah Laju Tingkat Inflasi (persen) 3(x1) 3(x1) 3(x1) 5,52 3,52 3,52*
Meningkatnya nilai tukar petani  Nilai Tukar Petani (poin) 103 104 105 105,22 119,35 129,01
Meningkatnya kualitas SDM
dan tata kelola organisasi yang - .
9. profesional dan sesuai dengan ug;:;z%%’;)ﬂs(t errz dikat) 2 2 3 1 1 1*
prinsip tata pemerintahan yang I P
baik, bersih dan modern
Meningkatnya Akuntabilitas B BB BB B B B
10.  Kinerja dan Keuangan Instansi  Nilai SAKIP (predikat)
Pemerintah (AKIP) (60-70) (70-80) (70-80) 65,80 66,43 66,53
11. Meningkatnya nilai opini BPK Opini BPK (opini) WTP WTP WTP WTP WTP WTP
12 Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 82 82 85,96 87.49 87 49*

pelayanan publik

(poin)

* Data Sementara

Tiga indikator yang saat ini masuk dalam kategori cukup, yaitu

persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju

tingkat inflasi, dan nilai penataan manajemen SDM, menjadi

perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja Kabupaten

Lampung Selatan. Kontribusi sektor pariwisata yang masih di

bawah target menunjukkan perlunya pengembangan yang lebih

intensif dan terarah. Menanggapi hal ini pengembangan potensi

pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan mulai menjadi fokus
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sekaligus prioritas utama pemerintah daerah. Langkah konkret

telah diambil melalui penyusunan berbagai program dan
kegiatan yang mendukung pengembangan sektor ini, bahkan
arah kebijakan pariwisata juga direncanakan akan masuk
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2025-2029. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan
regenerative tourism menjadi tema utama dalam pengembangan
potensi wisata di Kabupaten Lampung Selatan, pendekatan ini
tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan dan pendapatan ekonomi, tetapi juga menekankan
pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal
secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui strategi tersebut
sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih produktif,
adaptif terhadap tantangan lingkungan, dan berdaya secara
sosial-ekonomi, sehingga pada akhirnya mampu memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan PDRB.

Di sisi lain laju inflasi yang sedikit melewati target menunjukkan
tantangan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang
berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu
terus melakukan pengawasan ketat terhadap pasokan kebutuhan
pokok serta memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan
sektor pertanian dan industri kecil menengah. Upaya ini penting
untuk memastikan pasokan barang tetap stabil dan harga
terkendali, sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat yang sehat dan
tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnnya penataan
manajemen SDM yang masih berada pada kategori cukup menuntut
adanya reformasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan telah merancang
program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih,
profesional, dan modern dengan menitikberatkan pada pelatihan
berkelanjutan, serta digitalisasi sistem manajemen SDM. Dengan
kebijakan dan langkah strategis yang sudah dirancang Kabupaten
Lampung Selatan berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat
pembangunan daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
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2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM

2.2.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang
Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada
Tahun 2024, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang
Pendidikan adalah sebesar 93,02%. Dari ketiga indikator tersebut,
belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah
ditetapkan. Pencapaian S